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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Mekanisme Good Coorporate
Governance Terhadap Kinerja Bank” dengan studi kasus pada perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia di tahun 2015-2016. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan masing-masing komponen mekanisme tata kelola
perusahaan yang terdiri dari mekanisme pemantauan kepemilikan serta control
internal dan regulator dengan kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan
dengan ROE. Obyek penelitiannya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 dan2016. Sampel perusahaan dipilih
berdasarkan purposive sampling

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya mekanisme pemantauan
regulator yang secara signifikan berhubungan negatif dengan kinerja keuangan
perbankan. Hal lain yang ditemukan adalah gender diversity dan ukuran
perusahaan tidak memoderasi hubungan mekanisme tata kelola perusahaan
dengan kinerja perusahaan.

Kata kunci : GCG, mekanisme tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Untuk  mendapatkan  kinerja optimal  diperlukan  suasana  kerja  dan

hubungan antar pihak  dalam organisasi yang  selaras dan serasi. Hubungan ini

dapat tergambar dari praktek tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan

berfokus pada  bagaimana cara  semua  pihak  didalam  perusahaan,  termasuk

didalamnya stakeholders,  untuk memastikan   manajer   dan   orang   yang

berasal   dari   dalam   perusahaan   lainnya senantiasa  memiliki   alat   ukur  yang

jelas  atau   mengadaptasi  mekanisme   untuk menjaga interest stakeholders

(Waseem, 2011: 65).

Secara umum, tata kelola perusahaan merupakan suatu  struktur yang

diterapkan agar perusahaan  dapat semakin berkembang  dan terus  meningkatkan

kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan  nilai-nilai etika.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Forum   of   Corporate  Governance

Indonesia (2016)   bahwa  definisi Good Corporate  Governance  (GCG)

menurut Cadbury  Committee  of  United  Kingdom adalah  mengarahkan  dan

mengendalikan  perusahaan  agar  tercapai  keseimbangan antara kekuatan dan

kewenangan perusahaan.

Pada tahun  2000-an  tuntutan untuk  penegakan tata  kelola  yang baik

semakin besar. Masyarakat Transparansi  Indonesia bersama dengan para ahli dan

pihak tekait lainnya membentuk lembaga swasta yang melakukan riset,
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mensosialisasikan konsep, praktik,  manfaat   dan  pemeringkatan  terhadap

pengimplemantasian  GCG  kepada dunia  usaha. Lembaga  tersebut antara  lain,

The Indonesian  Institute  for Corporate Governance  (IICG), Indonesia  Institute

for  Corporate  Directorship (IICD),  Forum for Corporate Governance Indonesia

(FCGI), Ikatan Komite Audit  Indonesia (IKAI), LKDI (Lembaga  Komisaris dan

Direksi  Indonesia) dan  sampai akhirnya pada  tahun 2011 terbentuk Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Semua lembaga diatas bertujuan untuk meningkatkan kualitas

dari pratek corporate governance yang baik.

Adanya lembaga-lembaga tersebut  diatas jelas membantu  untuk penerapan

tata kelola perusahaan di  Indonesia, dibuktikan dengan  penelitian selanjutnya

pada  tahun 2014   mengenai   perbandingan  peningkatan   kinerja corporate

governance yang dilakukan oleh ADB.

Peningkatan Kinerja Corporate Governance Perusahaan Indonesia 2012-

2013 dengan hasil  penelitian tersebut  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang

positif pada 2012-2013 tetapi jika dibandingkan dengan dengan negara lain seperti

Malaysia, Filipina, Singapura,Vietnam  dan Thailand,  Indonesia  masih berada

pada   level rendah. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Press  Release Risk

And Governance Summit 2014, “Passion to  Governance:  Implementing

Strategy  into Action” yang diterbitkan  oleh  OJK, Global Fraud  Survey (2014)

menjelaskan  bahwa  bank  dan lembaga keuangan lainnya seperti  penelitian

tahun-tahun  sebelumnya  tetap menjadi sektor  terbesar   dimana fraud terjadi.

Dengan  demikian   maka  kesadaran   untuk penerapan  tata  kelola   perusahaan

secara  efektif  di   industri  jasa  keuangan  perlu dilakukan  secara   lebih
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sistematis,  terus   menerus,   menunjukkan  manfaat   nyata, implementatif,  dan

tidak  hanya  ditataran  konsep  atau  peraturan  lagi,  jauh  secara spesifik

diperlukan  untuk mendorong  terciptanya pasar  yang efisien, transparan dan

konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Di  Indonesia  sendiri  untuk  perbankan Good   Corporate Governance

adalah suatu tata  kelola bank yang  menerapkan prinsip-prinsip  keterbukaan

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban

(responsibility),   independensi (independency),  dan kewajaran (fairness),  sesuai

dengan  Peraturan  Bank Indonesia No.  8/4/PBI/2006   tentang  Pelaksanaan

Good   Corporate  Governance bagi   Bank Umum. Semua  peraturan yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia  atau instansi terkait yang  berkaitan   dengan

tata  kelola  perusahaan   merupakan  peraturan   yang  harus diterapkan pada

setiap perbankan. Ditambah lagi dengan adanya OJK pada 2011 yang memiliki

otoritas atas sektor jasa keuangan di Indonesia secara legal.

Tidak ada  perlakuan istimewa untuk  perbankan tertentu, sehingga  semua

bank seharusnya memiliki  penerapan tata kelola perusahaan  yang sama. Hal  ini

dilakukan dalam  rangka   mewujudkan  keinginan   terciptanya   kondisi  yang

sehat  dan   juga operasional yang baik  meskipun di dalam  industri memiliki

ukuran  perusahaan yang berbeda.  Berangkat dari  perbedaaan  tersebut  akan

cenderung  menciptakan  budaya, efektifitas  kerja,  dorongan  finansial,  minat

investor  dan tentunya  mekanisme  tata kelola  perusahaan  yang berbeda  pula.

Mekanisme  tata kelola  perusahaan  tentunya sangat  penting  karena

mempengaruhi  tingkat competitive  advatage berujung  pada kinerja perbankan

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



itu sendiri.

Penelitian mengenai mekanisme tata kelola perusahaan dan kinerja telah

banyak dilakukan. Tetapi belum menjadi umum ketika  melihat lebih dekat

bagaimana ukuran perusahaan  dan gender diversity mempengaruhi  hubungan

antara  keduanya secara lemah atau lebih kuat. Ukuran   perusahaan   cenderung

menggambarkan nilai perusahaan.Ketika ukuran perusahaan semakin besar

kecendrungan untuk mendapatkan peluang pertumbuhan akan setara, selain itu

perusahaan akan cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat. Dilain  hal gender

diversity bisa  mempengaruhi kinerja dikarenakan  perdebatan cara  pandang

terhadap  kemungkinan perubahan  dan gaya   kepemimpinan dalam

perusahaan.   Secara    subjektif   kebanyakan    orang menganggap  bahwa wanita

cenderung menggunakan  perasaan,  terstruktur dan  juga rapi dalam bekerja

sementara itu pria cenderung berusaha untuk berfikir lebih objektif dalam

bertindak sehingga terlihat lebih tenang.

Melihat kondisi  tersebut, maka peneliti tertarik melihat lebih  dekat

apakah ada pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan  terhadap kinerja pada

industri perbankan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia   serta  melihat

pengaruh  moderasi gender diversity dan ukuran perusahaan  dengan melakukan

penelitian  berjudul: Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance

Terhadap Kinerja  Bank ( Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016).
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1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Terdapat pengaruh   mekanisme  tata  kelola bank dengan  kinerja

perbankan di Indonesia yang meliputi mekanisme pemantauan

kepemilikan,  mekanisme  pemantauan  pengendalian  internal,

mekanisme pemantauan regulator dan mekanisme pemantauan

pengungkapan.

b. Adanya gender diversity pada dewan komisarisyang memoderasi

mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan.

c. Adanya ukuran perusahaan yang memoderasi mekanisme tata kelola

perusahaan terhadap kinerja perbankan.

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya

adalah :

1. Apakah  terdapat  pengaruh   mekanisme  tata  kelola  bank yang meliputi

mekanisme pemantauan kepemilikan,  mekanisme  pemantauan  pengendalian

internal,  mekanisme pemantauan regulator dan mekanisme pemantauan

pengungkapan dengan kinerja perbankan di Indonesia?

2. Apakah gender  diversity pada  dewan  komisaris  memoderasi  mekanisme

tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan?

3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan

terhadap kinerja perbankan?
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara

mekanism etata kelola perusahaan yang baik dan kinerja perusahaan,

meliputi mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan

pengendalian internal,mekanisme pemantauan regulator dan

mekanisme pemantauan pengungkapan dalam industri perbankan

Indonesia.

b. Untuk mengetahui  apakah tingkat  keanekaragaman pada  dewan

komisaris memoderasi mekanisme tata  kelola perusahaan terdahap

kinerja  perbankan Indonesia.

c. Untuk mengetahui  apakah ukuran perusahaan  memoderasi

mekanisme tata kelola perusahaan terdahap kinerja perbankan

Indonesia.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat  yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perbankan

Mengetahui mekanisme Good Corporate  Governance pada  perusahaan

sudah dilaksanakan dengan  baik atau belum dan  juga membantu direksi

menjabarkan kerangka  dalam menetapkan kebijakan  ataupun keputusan

stratejik.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari  penelitian ini dapat  dijadikan sebagai sarana informasi
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untuk meningkatkan  analisis   yang   baik  tentang   perbandingan

mekanisme Good Corporate  Governance pada industri  perbankan

Indonesia. Serta, memberi kontribusi sebagai  bahan kajian dan

referensi untuk penelitian sejenis.

c. Bagi Praktisi

Dipraktekkan dan  dipertimbangkan sebagai salah  satu sarana

perusahaan untuk mencapai  kinerja perusahaan  yang  tinggi sesuai

dengan harapan sehingga  bisa  menjadi  kiblat   dalam  standar

prosedur  yang  mimiliki kualitas yang tinggi sehingga tercapainya

keunggulan kompetitif.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1    Tata Kelola Perusahaan

Pengertian  tata kelola  perusahaan bisa  ditemukan  dalam berbagai

penjelasan. Tetapi  pada dasarnya  tata  kelola perusahaan  berfokus  pada

bagaimana  cara  semua pihak  didalam  organisasi   termasuk stakeholders

untuk memastikan manajer dan individu lainnya yang ada dalam organisasi

untuk selalu memiliki alat ukur yang jelas atau mengadaptasi mekanisme

untuk menjaga ketertarikan dari stakeholder (Waseem, 2011: 43).

Selain itu tata kelola perusahaan  secara sederhana dilihat sebagai

prosedur dan proses yang sesuai dengan arahan dan kontrol dari masing-

masing  perusahaan (OECD, 2004:65). Tata keola  perusahaan   merupakan

seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi,

komisaris,  pemegang  saham   dan  para  pemangku kepentingan lainnya

(OECD, 2004). Tata kelola  perusahaan bisa juga  dilihat sebagai proses dan

struktur  yang diterapkan  dalam menjalankan  perusahaan,  dengan tujuan

utama  meningkatkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang,

dengan  tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (IICG,

2015:40).

Peraturan   Menteri   Negara   BUMN   Nomor: PER—01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata  Kelola Perusahaan  Yang  Baik (Good  Corporate

Governance)  Pada Badan Usaha  Milik Negara  menekankan kewajiban
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bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan  atau menjadikan

prinsip-prinsip  GCG sebagai landasan operasionalnya,  yang   pada

dasarnya  bertujuan   untuk  meningkatkan  keberhasilan usaha dan

akuntabilitas perusahaan  guna mewujudkan nilai  pemegang saham  dalam

jangka  panjang dengan  tetap  memperhatikan kepentingan stakeholders

lainnya, dan berlandaskan  peraturan   perundang-undangan  dan   nilai-nilai

etika.  Sementara   itu BPKP  (2015:52)  mendefinisikan  tata  kelola

perusahaan  melalui soft  definition yang mudah  dicerna, sekalipun  oleh

orang awam,  yaitu: “komitmen, aturan  main,  serta praktik

penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika".

Sekarang ini  tata  kelola perusahaan  yang  baik lebih  dikenal sebagai

suatu  tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban

(responsibility),   independensi (independency), dan   kewajaran   (fairness)

(Peraturan    Bank    Indonesia    No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan

Good Corporate Governance Bagi Bank Umum). Hampir   seluruh

perusahaan   menggunakan   prinsip   ini   sebagai   landasan  dalam

mewujudkan praktek tata kelola yang baik.

Tata kelola perusahaan dapat membantu membuat struktur spesifik dari

distribusi hak  dan   juga  tanggung  jawab   dari  setiap  orang   yang

berbeda   didalam sebuah organisasi  (seperti komisaris,  manajer,

pemegang  saham  dan juga stakeholder) dan mematuhi  aturan dan  juga

prosedur  dalam proses  pengambilan  keputusan sehingga keputusan  yang
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dibuat adalah  keputusan  yang  terbaik  yang  dimiliki  oleh masing- masing

perusahaan   dan  tentunya   kepemilikan   yang  berbeda  dan   terpisah.

Hak kekuatan    yang    dimiliki stakeholder secara    individual

dapat mempengaruhi manajemen. Proses  maksudnya   adalah  mekanisme

dari  hak-hak   tersebut. Adapun pengendalian  merupakan   mekanisme

yang   memungkinkan stakeholder menerima informasi  yang  diperlukan

seputar  kegiatan  perusahaan.  Praktek  dari   tata  kelola perusahaan

menjadi  sangat  penting  untuk  dilakukan  yang  tentunya  memilki  efek

sangat   efektif   bagi   perusahaan   dalam   mengarungi   pasar   di

industrinya.

Jika mekanisme ini  tidak berjalan  dengan baik  atau  bahkan tidak

ada, investor  dari luar akan enggan  bahkan tidak  ingin untuk

menghabiskan  investasinya pada  perusahaan tersebut, yang tentunya akan

menggangu keadaan keuangan perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian  di atas bisa  disimpulkan bahwa good corporate

governance adalah  suatu  sistem  tata  kelola   perusahaan  yang  digunakan

untuk  meningkatkan kinerja   perusahaan  dan   mengikat  semua pihak

yang  berkepentingan, termasuk didalamnya  manajemen  perusahaan

dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  tertentu. Tata   kelola  perusahaan

pada   dasarnya  dibutuhkan   tidak   hanya   untuk internal perusahaan

tetapi   juga  oleh  pihak   eksternal.  Hal  ini   akan  berhubungan  dengan

bagaimana  pihak  ekternal   memperoleh  informasi  dan   jaminan  terbaik

menangani perusahaan untuk masa yang akan datang.

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



2.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Arguden (2010: 26) mengemukakan hubungan saling kepercayaan

perusahaan  dengan stakeholder-nya  bisa  dilihat dari  prinsip  tata kelola

perusahaan yang berupa budaya dan iklim dari:

1. Konsistensi (Consistency)

2. Tanggung Jawab (Responsibility)

3. Pertanggung Jawaban (Accountability)

4. Kewajaran (Fairness)

5. Transparansi (Transparency)

6. Efektifitas (Effectiveness)

7. Menyebar (Deployed)

Prinsip   ini   biasa    dikenal   dengan   singkatan   CRAFTED,   sesuai

dengan penjabaran  praktek  corporate  governance haruslah  menyeluruh

untuk  setiap  pihak didalam perusahaan (deployed).

Sementara  itu  FCGI  (2015:43)  menyatakan  prinsip  dari tata  kelola

perusahaan adalah:

1. Hak  dari pemegang  saham (The  rights  of shareholder), harus diberikan

tepat waktu   dan    memiliki   informasi    yang   benar   tentang

perusahaan,   harus beradaptasi dengan  keputusan untuk melakukan

perubahan secara fundamental dan siapa saja pemegang saham dari

perusahaan.

2. Perlakuan   yang   sama   untuk   semua   shareholder (Equitable

treatment   of shareholders), terutama  untuk pemegang  saham
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minoritas dan  asing  dengan memberikan  informasi  yang   utuh  dan

juga  melarang   adanya  praktek  self- dealing dan insider trading.

3. Peran stakeholder harus diakui  sebagaimana yang  ditetapkan oleh

hukum dan secara aktif  bekerjasama antara  perusahaan dan  pemangku

kepentingan  dalam menghasilkan laba, pekerjaan dan keungan perusahan

yang sehat.

4. Tepat  waktu dan  akurat serta  transparan dalam  semua  hal yang

bersangkutan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder.

5. Tanggung   jawab  dewan   dalam   manajemen,   pengawasan

manajemen  dan akuntabilitas kepada perusahaan dan pemegang saham.

Lain halnya  dengan  KNKG (2006:38)  yang menyatakan  setiap

perusahaan  harus memastikan  bahwa pinsip  GCG  diterapkan pada  setiap

aspek  bisnis dan  di  semua jajaran perusahaan, meliputi:

1. Transparansi (Transparency

Untuk  menjaga   obyektivitas   dalam  menjalankan   bisnis,   perusahaan

harus menyediakan informasi  yang material  dan  relevan  dengan  cara

yang  mudah diakses   dan    dipahami    oleh   pemangku    kepentingan.

Perusahaan    harus mengambil   inisiatif    untuk   mengungkapkan

tidak   hanya    masalah   yang disyaratkan oleh  peraturan  perundang-

undangan, tetapi  juga  hal yang  penting untuk  pengambilan keputusan

oleh pemegang  saham, kreditur  dan  pemangku kepentingan lainnya

2. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip  Dasar Perusahaan  harus dapat  mempertanggungjawabkan
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kinerjanya secara transparan dan  wajar. Untuk itu perusahaan  harus

dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan

memperhitungkan  kepentingan  pemegang  saham dan  pemangku

kepentingan lain. Akuntabilitas   merupakan   prasyarat yang diperlukan

untuk  mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha  dalam jangka panjang

dan  mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan  pelaksanaan  asas GCG,  perusahaan  harus dikelola

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan  harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang  saham dan pemangku

kepentingan  lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Disisi  lain  Menteri   Negara  Badan  Usaha  Milik   Negara  Peraturan

Menteri Negara Badan  Usaha Milik  Negara Nomor: PER — 01

/MBU/2011, prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini,

meliputi:

a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam  melaksanakan
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proses pengambilan  keputusan dan  keterbukaan  dalam mengungkapkan

informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

b. Akuntabilitas (accountability), yaitu  kejelasan   fungsi,   pelaksanaan

dan pertanggungjawaban Organ   sehingga   pengelolaan  perusahaan

terlaksana secara efektif;

c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di  dalam

pengelolaan perusahaan   terhadap  peraturan   perundang-undangan   dan

prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

d. Kemandirian (independency), yaitu  keadaan  di  mana perusahaan

dikelola secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan  dan

pengaruh/tekanan  dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan  dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan  di dalam memenuhi

hak-hak   Pemangku    Kepentingan (stakeholders) yang    timbul

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.3    Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme  sering  diartikan  secara  sederhana  sebagai   cara  kerja  yang

dilakukan secara tersistem  dan  harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu.

Mekanisme  tata kelola perusahaanyang baik dapat mengurangi  terjadinya agency

theory dan juga  membantu efisiensi bank yang cenderung akan meningkatkan

nilai pasar bank itu sendiri  (Caprio Jr, Leuve,  dan  Levine, 2003:72).  Dalam

penelitian  Shahzad,  Zeeshan Fareed,  Zulfiqar dan  Naeem  (2015: 63)

mekanisme  tata  kelola  perusahaan secara  sedehana  terdiri  dari board size,
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komposis dewan  komisaris, komite  audit, pertemuan  tahunan dan status CEO.

Menurut  Josephine   dan  Joseph   (2015: 89)  mekanisme   tata  kelola

perusahaan sebagai:

Gambar 2.1

Mekanisme tata kelola perusahaan

Sumber: Josephine dan Joseph (2015)

Sementara itu  penelitian yang  dilakukan oleh Totok  (2010:38) bisa

dilihat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan terdiri dari:

1. Mekanisme Pemantauan Kepemilikan

Struktur kepemilikan dipercaya menjadi faktor yang

mempengaruhi implementasi tata kelola yang  baik pada suatu perusahaan.

Implementasi praktek  tata kelola   perusahaan    yang   baik    masih
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harus    ditingkatkan   dikerenakan    belum seimbangnya persaingan antar

bank (Barth, 2002): 154).

a. Kepemilikan Saham Pengendali

Kepemilikan   Saham   Pengendali  (PSP)   bisa   membantu   untuk

melakukan pengawasan   terhadap    pihak   manajemen    perusahaan

dan   meningkatkan    nilai perusahaan.

Menurut    Peraturan    Bank   Indonesia    No:    12/23/PBI/2010

tentang    Uji Kemampuan  dan  Kepatutan (Fit  and  Proper  Test),

Pemegang  Saham  Pengendali disebut  dengan PSP  adalah  badan

hokum,  orang perseorangan  dan/atau  kelompok usaha yang:

- Memiliki  saham   perusahaan  atau  Bank   sebesar  25%  (dua puluh

lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan

mempunyai hak suara; atau

- Memiliki saham  perusahaan atau  Bank  kurang dari  25% (dua  puluh

limapersen)  dari  jumlah saham  yang  dikeluarkan  dan  mempunyai

hak  suara namun yang bersangkutan  dapat dibuktikan telah

melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

b. Kepemilikan Asing

Bank milik asing  didominasi kepemilikan sahamnya oleh pihak

asing. Dampak dari   kepemilikan    asing   perbankan    menurut Syah

(2016: 67), (1) Modal yang disumbangkan  oleh  investor  asing

meminimalkan biaya  fiskal restrukturisasi  bank, (2) Bank  asing dapat
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menawarkan keahlian di  bidang manajemen  risiko dan budaya yang

lebih  unggul  dari tata  kelola perusahaan  sehingga  bank lebih

efisien, dan  (3) Kehadiran bank asing mempertinggi persaingan dan

mendesak bank-bank lokal untuk memotong biaya dan meningkatkan

efisiensi mereka.

c. Kepemilikan pemerintah

Bank   dengan    kepemilikan pemerintah merupakan   bank   yang

sebagian   besar   atau keseluruhan  sahamnya  yang   merupakan

milik  pemerintah  pusat   ataupun  daerah, contohnya adalah  Bank

Umum  Milik Negara  (BUMN) dan  Bank Milik Pemerintah pada

setiap operasionalnya.

Bank Pembangunan Daerah memiliki permodalan yang rendah jika

dibandingan dengan industri  perbankan nasional  lainnya. Hampir

sekeluruhan saham  bank milik daerah   dimiliki   oleh    pemerintah

daerah   bersangkutan.   Sehingga    bank   perlu meningkatkan

kepercayaan masyarakat  dengan  pelayanan  yang memenuhi  harapan

masyarakat  sebagai salah  satu kunci  pelaksanaan  tata kelola

perusahaan  yang baik pada setiap operasionalnya.

Disisi   lain   bank   dengan   kepemilikan   pemerintah  pusat

akan   cenderung mengalami perkembangan  kinerja yang lambat

tetapi peran pemerintah  dapat sangat membantu  dalam hal

pengendalian,  terutama  dalam hal  klonflik  kepentingan yang

mungkin  akan  terjadi  pada  perusahaan (Barth,  2002: 144).  Tata
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kelola  yang  baik  bisa membantu  perusahaan  untuk  mengurangi

kecendrungan   terjadinya agency  theory karena semua hal sudah

diatur dalam policy yang menetralkan semua pihak.

2. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal

a. Ukuran Dewan Direksi

Direksi adalah  organ perusahaan  yang bertugas dan  bertanggung

jawab  secara kolegial   dalam   mengelola   perusahaan.   Tugas   dari

direksi   adalah   mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas

dan wewenangnya (KNKG, 2006: 58).  Ukuran direksi harus

disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri karena

banyak penelitian  yang  mengemukakan  bahwa  ukuran  dari direksi

mempengaruhi  kinerja perusahaan secara finansial.

b. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan  bertugas dan

bertanggungjawab secara   kolektif   untuk   melakukan    pengawasan

dan   memberikan   arahan   serta memastikan   bahwa    perusahaan

melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Dewan Komisaris menghadapi

masalah paling strategis  diperusahaan tetapi  tidak boleh ikut serta

didalam pengambilan   keputusan    operasional.    Dewan   komisaris

dalam bisa diminalisir.

c. Komisaris Independen

Komisaris  bertanggung  jawab  dan   memiliki  kewenangan

untuk  mengawasi kebijakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  direksi
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dan  memberikan nasehat  bilamana diperlukan   (KNKG,   2006)

dengan   tugas   utama   memperjuangkan    kepetingan pemegang

saham minoritas Kriteria yang  harus dimiliki  oleh komisaris

independen menurut  Surat Edaran BI No.9/12/DPNP dalah sebagai

berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, yakni apabila memperoleh

penghasilan,   bantuan   keuangan   atau   pinjaman   dari   anggota

Dewan Komisaris lainnya dan/atau  direksi (pengurus) Bank, dari

perusahaan yang PSP  nya  pengurus  Bank,  dan  dari  Pemegang

Saham Pengendali  (PSP) Bank.

2. Tidak  memiliki hubungan  kepengurusan, yakni  apabila menjadi

pengurus pada   perusahaan    dimana   Dewan   Komisaris   Bank

lainnya   menjadi pengurus,  menjadi  pengurus   pada  perusahaan

yang  PSP nya  pengurus Bank, dan menjadi pengurus  atau

Pejabat Eksekutif  pada perusahaan  PSP Bank.

3. Tidak   memiliki  hubungan   kepemilikan   saham  yakni   apabila

menjadi pemegang   saham  pada   perusahaan  yang   PSP   nya

adalah   pengurus dan/atau  PSP  Bank, dan/atau menjadi

pemegang  saham pada perusahaan PSP Bank.

4. Tidak memiliki hubungan bank apabila :

 Memiliki saham Bank lebih dari 5% dari modal disetor bank

 Menerima/memberi  penghasilan,   bantuan  keuangan   atau

pinjaman dari/kepada  Bank  yang  menyebabkan  pihak  yang
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member  bantuan, seperti  pihak   terafiliasi  dan/atau   pihak

yang  melakukan   transaksi keuangan dengan bank (debitor inti

dan deposan inti).

3. Mekanisme Pemantuan Regulator

Pengawasan umum  dan  pelaksanaan perusahaan  merupakan  hal

yang  penting untuk  diketahui  untuk  setiap perusahaan.  Hal  ini

sebenarnya  menyangkut  tentang keamanan, prosedur  dan  saham,

sehingga  sebisa mungkin  segala praktek corporate governance tidak

terlibat dengan isu-isu  politik negara.  Dengan adanya pengawasan dan

aturan pelaksanaan ini  diharapkan membantu pihak-pihak dalam

implementasian tata  kelola  perusahaan  yang  baik.  Aturan  main  umum

tata  kelola  perusahaan  di Indonesia disimpulkan dalam tabel berikut:

untuk  diketahui  untuk  setiap perusahaan.  Hal  ini  sebenarnya

menyangkut  tentang keamanan, prosedur  dan  saham, sehingga  sebisa

mungkin  segala praktek corporate governance tidak  terlibat dengan isu-

isu  politik negara.  Dengan adanya pengawasan dan aturan pelaksanaan

ini  diharapkan membantu pihak-pihak dalam  implementasian tata  kelola

perusahaan  yang  baik.  Aturan  main  umum   tata  kelola  perusahaan  di

Indonesia disimpulkan dalam tabel berikut:
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Tabel 2.1

Public Supervision dan Enforcement Indonesia

No

Gambaran Umum

Supervision dan

Enforcement

Secara spesifik

Tata kelola

perusahaan di

Indonesia

1.

Regulator umum utama

dalam tata kelola

perusahaan

Kunci regulator
OJK (Otoritas Jasa

Keuangan

2.

Anggaran dan pendanaan

dari regulator utama tata

kelola perusahaan

Bentuk pendanaan Umum dan pribadi

Sumber dana utama

Anggaran Nasional

dan biaya-biaya lain

yang diatur negara

3.

Berkuasa badan regulator

utama tata kelola

perusahaan

Pihak bertanggung

jawab atas tata kelola

perusahaan komposisi

anggota termasuk

ketua

Dewan komisaris 9

Komposisi perwakilan

dari pihak spesifik

Pemerintah dan

Bank Sentral

4. Syarat dan pengangkatan Periode 5
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putusan tubuh regulator

utama tata kelola

perusahaan

Re-Appointment Sekali

Appointment dilakukan

oleh
Presiden

Penunjukan oleh

konggres
Diperlukan

Sumber: OECD (2013:321)

Peraturan    Bank    Indonesia    Nomor     10/15/PBI/2008    pasal    2    ayat

1 mencantumkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8%

dari aset tertimbang   menurut  resiko   (ATMR),   CAR adalah  rasio   yang

memperlihatkan seberapa   besar  jumlah   seluruh   aktiva   bank   yang

mengandung   resiko   (kredit, penyertaan, surat  berharga, tagihan  pada bank

lain) ikut  dibiayai dari  modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari

sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008: 55).

4. Mekanisme Pemantauan Pengungkapan

Corporate  governance harus  memastikan  bahwa  pengungkapan

yang  tepat waktu  dan  akurat.  Diberlakukan   pada  semua  hal  material

mengenai  perusahaan, termasuk situasi keuangan,  kinerja, kepemilikan,

dan  tata kelola perusahaan (EOCD, 2004: 74).

2.4 Manfaat dan Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Berangkat   dari   mekanisme    tata   kelola   perusahaan   tersebut,

diharapkan penerapan  tata  kelola  perusahaan   memiliki manfaat  yang  bisa

dirasakan  (FCGI, 2015: 97), yaitu:

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



a. Mudah untuk meningkatkan modal perusahaan

b. Menurunkan biaya modal kontribusi signifikan terhadap anggaran negara.

c. Peningkatan kinerja bisnis dan meingkatkan kinerja ekonomi.

d. Berdampak  baik  pada harga  saham  (karena  situasi  Indonesia saat   ini

yang menerapkan   privatisasi  perusahaan   milik   negara   yang  dapat

memberikan Tujuan  yang ingin  dicapai dalam  penerapan  tata kelola

perusahaan  (Wibowo dkk, 2004:112) adalah :

1. Memaksimalkan nilai perusahaan, agar perusahaan memiliki daya

saing yang kuat, untuk mendukung iklim investasi

2. Mendorong pengelolaan perusahaan  secara professional, transparan

dan efisien serta memberdayakan fungsi  dan meningkatkan

kemandirian komisaris,  direksi dan RUPS

3. Mendorong pemegang  saham,  anggota komisaris  dan direksi  dalam

membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap undang-undang atau

ketentuan yang berlaku.

4. Kesadaran adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan.

2.5 Pedoman Perilaku Corporate Governance pada Perbankan

Pedoman    Umum Good    Corporate    Governance Indonesia   2006

yang diterdibitkan oleh KNKG merupakan pedoman pokok pelaksanaan untuk

setiap aspek prinsip Good Corporate Governance, berupa:
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Tabel 2.2

Pedoman Pokok Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance

No Prinsip GCG Pedoman pokok pelaksanaan

1. Transparansi Perusahaan   harus   menyediakan   informasi   secara

tepat waktu,  memadai,  jelas, akurat  dan  dapat

diperbandingkan serta  mudah  diakses   oleh  pemangku

kepentingan   sesuai dengan haknya

Informasi  yang  harus   diungkapkan  meliputi,  tetapi

tidak terbatas   pada,   visi,    misi,   sasaran   usaha    dan

strategi perusahaan,  kondisi   keuangan,  susunan   dan

kompensasi pengurus, pemegang saham  pengendali,

kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan  anggota

Dewan Komisaris beserta anggota   keluarganya  dalam

perusahaan   dan  perusahaan lainnya, sistem manajemen

risiko,  sistem pengawasan  dan pengendalian  internal,

sistem dan  pelaksanaan  GCG  serta tingkat

kepatuhannya,   dan  kejadian   penting   yang  dapat

mempengaruhi kondisi perusahaan

Prinsip   keterbukaan  yang   dianut  oleh perusahaan

tidak Mengurangi kewajiban untuk memnuhi ketentuan

kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak

pribadi.

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



Kebijakan perusahaan harus tertulis  dan secara

proporsional dikomunikasikan kepada pemangku

kepentingan

2. Akuntabilitas Perusahaan  harus  menetapkan rincian  tugas  dan

tanggungjawab    masing-masing    organ    perusahaan

dan    semua karyawan  secara jelas  dan selaras  dengan

visi, misi,  nilai-nilai perusahaan corporate values, dan

strategi perusahaan.

Perusahaan harus meyakini  bahwa semua organ

perusahaan dan   semua    karyawan   mempunyai

kemampuan   sesuai dengan   tugas,    tanggung   jawab,

dan   perannya   dalam pelaksanaan GCG

Perusahaan  harus memastikan  adanya sistem

pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan

perusahaan

Perusahaan  harus   memiliki  ukuran   kinerja  untuk

semua jajaran  perusahaan  yang  konsisten   dengan

sasaran  usaha perusahaan,  serta memiliki  sistem

penghargaan dan  sanksi (reward and punishment

system).

Dalam melaksanakan  tugas dan  tanggung jawabnya,

setiap organ  perusahaan  dan   semua  karyawan  harus

berpegang pada  etika bisnis  dan pedoman  perilaku
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(code of  conduct) yang telah disepakati

3. Responsibilitas Organ  perusahaan   harus  berpegang  pada   prinsip

kehati-hatian   dan    memastikan   kepatuhan   terhadap

peraturan, perundang-undangan, peraturan dasar, dan

peraturan perusahaan

Perusahaan   harus    melaksanakan   tanggungjawab

social dengan    antara   lain    peduli    terhadap

masyarakat    dan kelestarian   lingkungan   terutama    di

sekitar   perusahaan dengan   membuat    perencanaan

dan    pelaksanaan    yang memadai

4. Independensi Masing-masing    organ    perusahaan    harus

menghindari terjadinya dominasi  oleh pihak manapun,

tidak terpengaruh oleh kepentingan  tertentu, bebas  dari

benturan  kepentingan (conflict of  interest) dan dari

segala  pengaruh atau tekanan, sehingga  pengambilan

keputusan  dapat  dilakukan   secara obyektif.�

Masing-masing organ perusahaan harus  melaksanakan

fungsi  dan   tugasnya  sesuai   dengan  anggaran   dasar

dan peraturan  perundang-undangan,  tidak  saling

mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara

satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan

kesetaraan

Perusahaan harus emmberikan kesempatan kepada

pemangku  kepentingan   untuk  memberikan  masukan
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dan menyampaikan pendapat bagi  kepentingan

perusahaan serta membuka  akses  terhadap  informasi

sesuai  dengan  prinsip transparansi dalam lingkup

kedudukan masing-masing

Perusahaan  harus  memberikan  perlakuan  yang  setara

dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan

manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada

perusahaan

Perusahaan   harus   memberikan   kesempatan   yang

sama dalam  penerimaan  karyawan,   berkarir  dan

melaksanakan tugasnya   secara   profesional    tanpa

membedakan   suku, agama, ras, golongan, gender, dan

kondisi fisik.

Sumber: KCGK (2006: 57)

2.6 Kinerja Perbankan

Kinerja dari  sebuah  perusahaan digambarkan  dari bagaimana

perusahaan bisa memaksimalkan   keuntungan   yang   didapat,   hasil    laporan

keuangan   dan   juga ketertarikan   dari shareholder, berdasarkan   pendekatan

yang  digunakan untuk memaksimalkan market  value.  Laporan keuangan

digunakan oleh  para shareholder untuk melihat kemungkinan  masa depan,

sedangkan  dari sudut pandang manajemen, digunakan  untuk  membantu

mengantisipasi  kondisi  dimasa depan  dan  yang  lebih penting lagi sebagai titik

awal untuk perencanaan strategis yang  mempengaruhi masa depan (Brigham,

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



2001: 97).

Laporan    keuangan    dalam    mengukur    kinerja    keuangan     dapat

dilihat menggunakan ukuran kualitatif dan juga kuantitatif yang

menggambarkan pencapaian yang  digunakan perusahaan  selama  priode

tertentu.  Untuk  indutri  perbankan biasa menggunakan  istilah  tingkat

kesehatan  bank,   yaitu  hasil  penilaian  kualitatif  atas berbagai  aspek yang

berpengaruh terhadap  kondisi atau  kinerja  suatu bank  melalui penilaian

kuantitatif  dan atau  penilaian kualitatif terhadap  faktor-faktor permodalan,

kualitas  asset,  manajemen,  rentabilitas,  likuiditas  dan  sensitivitas  terhadap

resiko pasar (PBI No.6/10/PBI/2004).  Penilaian tersebut menggunakan indikatol

CAMELS, yang terdiri dari:

a. Permodalan (capital) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen

seperti  kecukupan, komposisi,  dan  proyeksi permodalan  serta  kemampuan

permodalan bank dalam mengatasi aset bermasalah

b. Kualitas  aset (asset quality) yang  meliputi  penilaian  terhadap  komponen-

komponen  seperti   kualitas   asset  produktif,   konsentrasi  eksposur

resikonkredit, perkembangan asset  produktif bermasalah dan kecukupan

penyisihan penghapusan asset produktif (PPAP).

c. Manajemen (management) yang terdiri  dari penilaian komponen-komponen

seperti   kualitas   manajemen   umum   dan   penerapan   manajemen   resiko,

kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku dan komitmen kepada Bank

Indonesai dan atau pihak lainnya.

d. Rentabilitas (earning) yang   terdiri   dari  penilaian   komponen-komponen
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seperti pencapaian Return  on Assets (ROA), Return  on Equity (ROE), Net

Interest   Margin (NIM),    tingkat   efisiensi    bank,   perkembangan    laba

operasional, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan perndapatan

dan biaya

e. Likuiditas (liquidity) yang terdiri dari penilaian komponen-komponen  seperti

rasio  asset/liabilitas   likuid,  potensi maturity   mismatch,  kondisi Loan   to

Deposit  Ratio (LDR), proyeksi   arus  kas,   konsentraso  pendanaan,  serta

kecukupan  kebijakan   dan  pengelolaan   likuiditas (Assets   and  Liabilities

Management/ALMA).

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market  risk) yang terdiri dari

penilaian  komponen-komponen seperti  kemampuan  bank dalam  mengatasi

potensi kerugian akibat fluktuasi suku  bunga dan nilai tukar serta kecukupan

penerapan manajemen resiko pasar.

Kinerja   keuangan  sering   kali   menggunakan  rasio   yang   digunakan

untuk menstandarisasi   informasi  keuangan   sehingga   menghasilkan

perbandingan   yang berguna (Martin  dkk, 1999: 43).   Jadi  semua perhitungan

merupakan  standarisasi untuk setaip rasio. Ada beberapa jenis analis rasio

keuangan, yaitu (Husnan, 2002: 58):

1. Rasio laverage

Rasio ini  digunakan untuk  mengukur seberapa  jauh perusahaan

menggunakan hutang. Beberapa rasio yang mungkin digunakan

diantaranya:

a. Rasio hutang
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Rasio  yang   dihitung  berdasarkan  atas   hutang  jangka  panjang

dan  total keseluruh hutang.

b. Debt to equity ratio

Rasio ini menunjukkan perbandingan atara hutang dengan modal

sendiri.

c. Debt service coverage

Kewajiban  finansial yang  timbul karena  menggunakan  hutang tidak

hanya karena membayar bunga dan sewa guna (leasing).

2. Rasio Likuiditas

Rasio ini  mengukur  kemampuan   perusahaan  memenuhi

kewajiban  keuangan jangka pendek. Rasio yang digunakan adalah :

a. Modal kerja neto dengan total aktiva

Perbedaan antara  aktiva  lancar dengan  kewajiban lancar

merupakan modal kerja neto, yang menunjukkan potensi

cadangan kas perushaan.

b. Current Rasio

Merupakan rasio yang digunakan untu mengukur seberapa jauh

aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi

kewajiban lancarnya.

c. Quick atau Acid Test Ratio

Persedian merupakan akun yang paling  lama untuk berubah

menjadi kas dan tingkat   kepastiannya   rendah,   maka   akun

persedian    dikerluarkan   dari perhitungan
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3. Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva

perusahaan dan bisa juga dikaitkan dengan penjualan yang berhasil

diciptakan.:

a. Rentabilitas ekonomi

Rasio  ini mengukur  kemampuan  aktiva  perusahaan memperoleh

laba  dari operasional perusahaan

b. Return on Equity

Rasio ini mengukur  seberapa banyak keuntungan  yang menjadi

hak pemilikmodal sendiri

c. Return on Investment

Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba  bersih yang bisa

diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

d. Perputaran aktiva.

Rasio   ini  digunakan   untuk  mengukur   seberapa   banyak

penjualan   bisa diciptakan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki.

e. Perputaran persediaan

Rasio ini mengukur berapa lma rata-rata barang berada di gudang.

4. Rasio Nilai Pasar

Rasio ini  menggunakan angka  yang diperoleh  dari laporan

keuangan dan  pasar modal. Beberapa rasio tersebut adalah:

a. Price Earning Ratio

Rasio  ini  membandingkan  antara  harga  saham  dan laba  per
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saham  yang diperoleh pemilik perusahaan.

b. Market to book value ratio

Merupakan   perbandingan   harga   saham   terhadap   nilai

buku   persaham perusahaan

2.7 Gender Diversity

Isu  mengenai gender  diversity muncul  dari  semakin   banyaknya

perempuan yang menduduki posisi  strategis pada perusahaan pada  abad-21 ini.

Gender  diversity sendiri merupakan keanekaragaman yang timbul  dari jumlah

perempuan dan laki-laki dengan poin  penting gender equality. Penelitian Nasir

(2015:81) menemukan  semakin banyak perempuan  sekarang  ini diakui  dan

membuat  kemajuan  menuju melampaui batasan-batasan  silo  mengenai gender

dalam fungsi   manajerial  tertentu, seperti sumber daya manusia dan komunikasi.

Pandangan   mengenai gender   diversity melihat   berbagai  keuntungan

dan kelemahan yang muncul (Econ, 2012: 56), yaitu:

a. Adanya perempuan pada posisi strategis dapat memunculkan

pemahaman  yang lebih dewan   komisaris terhadap   konsumen

potensial   dan  karyawan   yang   juga beranekaragam.  Hal   ini  akan

meningkatkan kemampuan  perusahaan  untuk baik  mengenai

penempatan  pasar.  Mencocokkan  keanekaragaman dari menembus

pasar.

b. Keanekaragam  meningkatkan  kreativitas  dan  inovasi  dalam

perusahaan  dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Dewan
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komisaris  yang beragam mampu menyediakan lebih  banyak

perspektif,  sehingga jumlah alternatif  yang munculmdalam

mengavaluasi strategi lebih banyak.

c. Jenis kelamin yang  beragam dapat mengeluarkan sinyal  positif ke

pasar tenaga kerja,  produk  dan   pasar-modal.  Hal  ini   disebabkan

oleh  tingginya  tingkat legitimasi perusahaan dan reputasinya.

2.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran   perusahaan  membedakan   besar   dan kecilnya   perusahaan.

Sejalan dengan  hal tersebut  perusahaan  yang besar  cederung memiliki  ruang

lingkup yang lebih kompleks. Ukuran perusahaan sendiri bisa diukur

menggunakan  total penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar

Banyak  penelitian yang   nemukan  hubungan  yang  signifikan  antara

kinerja perusahaan dan  juga ukuran  perusahaan. Ukuran  perusahaan dapat

menggambarkan kekuatan  pasar  dari  perusahaan   bersangkutan.  Perusahaan

yang  besar   cenderung mendapatkan  perhatian  lebih  dari  masyarakat  sehingga

pelaporan  yang  dilakukan oleh perusahaan  tersebut dibuat secara lebih  hati-hati

dan  akurat. Hal ini  merupakan efek  domino dari  semakin  besarnya  total aset

maka  modal  yang ditanamkan  akan semakin besar,  semakin banyak penjualan

semakin besar  pula perputaran  uang  dan semakin  besar   kapitalisasi  pasar,

sehingga  perusahaan   dikenal  oleh   masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007:

85).

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terdapat dalam tabel 2.3 berikut :

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



T
A

B
E

L
 2

.3

T
in

ja
u

an
 P

en
el

it
ia

n
 T

er
d

ah
u

lu

N
O

N
am

a 
p

en
el

it
i

T
ah

u
n

Ju
d

u
l p

en
el

it
ia

n
V

ar
ia

b
el

H
as

il
 p

en
el

it
ia

n

1.
Fa

rr
uk

h 
S

ha
hz

ad
,

N
av

ee
d 

A
hm

ed
,

Z
ee

sh
an

 F
ar

ee
d,

B
us

hr
a 

Z
ul

fi
qa

r

da
n 

Fa
is

al
 N

ae
em

20
15

C
or

po
ra

te

G
ov

er
na

nc
e

Im
pa

ct
 o

n 
F

ir
m

P
er

fo
rm

an
ce

:

E
vi

de
nc

e
fr

om

C
em

en
t I

nd
us

tr
y 

of

P
ak

is
ta

n

a.
   

B
oa

rd
 s

iz
e

b.
   

B
oa

rd
 C

om
po

si
ti

on

c.
   

C
E

O
 s

ta
tu

s

d.
   

F
ir

m
 p

er
fo

rm
an

ce

a.
A

da
ny

a 
 

 
hu

bu
ng

an
 

 
 

po
si

ti
f

an
ta

ra
  

 k
in

er
ja

pe
ru

sa
ha

an
  

 d
an

m
ek

an
is

m
e 

 
 

ta
ta

 
 

 
ke

lo
la

pe
ru

sa
ha

an
 

m
es

ki
pu

n
bo

ar
d

si
ze

si
gn

if
ik

an
,

da
n 

bo
ar

d

co
m

po
si

ti
on

 
ti

da
k 

se
ca

ra

si
gn

if
ik

an
 m

em
pe

ng
ar

uh
i R

O
A

.

b.
A

da
ny

a 
hu

bu
ng

an
 

 
ne

ga
ti

f

an
ta

ra
  

R
O

A
 d

an
st

at
us

  
C

E
O

da
n 

 m
em

il
ik

i 
  

pe
ng

ar
uh

  
ya

ng

si
gn

if
ik

an
 te

rh
ad

ap
 R

O
A

.

2.
T

ot
ok

 D
ew

ay
an

to
20

10
P

en
ga

ru
h

M
ek

an
is

m
e

G
oo

d

-
P

em
eg

an
g

sa
ha

m

pe
ng

en
da

li

a.
P

em
eg

an
g 

S
ah

am
 

 
P

en
ge

nd
al

i,

ke
pe

m
il

ik
an

as
in

g,
ke

pe
m

il
ik

an

pe
m

er
in

ta
h 

ti
da

k
si

gn
if

ik
an

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



C
or

po
ra

te

G
ov

er
na

nc
e

T
er

ha
da

p 
K

in
er

ja

P
er

ba
nk

an
 

N
as

io
na

l

(S
tu

di
 

pa
da

P
er

us
ah

aa
n

P
er

ba
nk

an
 

ya
ng

T
er

da
ft

ar

di
 

B
ur

sa
 

E
fe

k

In
do

ne
si

a

P
er

io
de

 2
00

6-
20

08
)

-
K

ep
em

il
ik

an
 A

si
ng

-
K

ep
em

il
ik

an

P
em

er
in

ta
h

-
U

ku
ra

n 
D

ew
an

 D
ir

ek
si

-
U

ku
ra

n 
D

ew
an

K
om

is
ar

is

-
K

om
is

ar
is

s 
In

de
pe

nd
en

-
C

ap
it

al
 A

de
qu

ac
y 

R
at

io

(C
A

R
)

-
A

ud
it

or
 E

xt
er

na
l(

B
ig

 4
)

-
K

in
er

ja
P

er
us

ah
aa

n

(R
O

A
)

be
rp

en
ga

ru
h 

  
 t

er
ha

da
p 

  
ki

ne
rj

a

pe
rb

an
ka

n

b.
U

ku
ra

n 
 

de
w

an
 

 
di

re
ks

i

m
em

il
ik

i 
 

pe
ng

ar
uh

po
si

ti
f

te
ta

pi
 

 
 

 
ti

da
k 

 
 

si
gn

if
ik

an

te
rh

ad
ap

ki
ne

rj
a 

pe
rb

an
ka

n

c.
U

ku
ra

n
de

w
an

 
ko

m
is

ar
is

,

ko
m

is
ar

is
in

de
pe

nd
en

,

be
rp

en
ga

ru
h 

  
ne

ga
ti

f 
 t

er
hd

ap

ki
ne

rj
a 

pe
rb

an
ka

n

d.
R

as
io

 
 

K
ec

uk
up

an
 

 
M

od
al

(C
A

R
),

 
 

 
ek

te
rn

al
au

di
to

r 
da

n

uk
ur

an
 b

an
k 

m
em

il
ik

i
pe

ng
ar

uh

po
si

ti
f 

an
ta

ra
 k

in
er

ja
 p

er
us

ah
aa

n

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



3.
Ja

n 
L

uc
a 

P
le

tz
er

,

R
om

in
a 

N
ik

ol
ov

a,

K
ar

in
a 

K
ar

ol
in

a

K
ed

zi
or

, S
ve

n

C
on

st
an

ti
n

V
oe

lp
el

20
15

D
oe

s

G
en

de
rM

at
te

r?

F
em

al
e

R
ep

re
se

nt
at

io
n 

on

C
or

po
ra

te
 

B
oa

rd
s

an
dF

ir
m

 
F

in
an

ci
al

P
er

fo
rm

an
ce

A

M
et

a-
A

na
ly

si
s

c.
F

ir
m

 p
er

fo
rm

an
ce

d.
F

em
al

e

R
ep

re
se

nt
at

io
n

e.
C

ou
nt

ry
 

de
ve

lo
pm

en

an
d 

in
co

m
e

f.
M

ea
n 

bo
ar

d 
si

ze

a.
  A

da
ny

a 
hu

bu
ng

an
  p

os
it

if
  y

an
g 

ke
ci

l

te
ta

pi ti
da

k 
si

gn
if

ik
an

 
 

pa
da

fe
m

al
e

re
pr

es
en

ta
ti

on
te

rh
ad

ap
 

ki
ne

rj
a

pe
ru

sa
ha

an

4.
Is

zm
i I

sh
ak

,

A
hm

ad
 S

ub
hi

M
uh

am
m

ad
 S

id
ek

,

A
zw

an
 A

bd
ul

R
as

hi
d

20
10

T
he

E
ff

ec
t 

O
f

C
om

pa
ny

O
w

ne
rs

hi
p 

O
n 

T
he

T
im

el
in

es
s 

O
f

F
in

an
ci

al

R
ep

or
ti

ng
:

E
m

pi
ri

ca
l

E
vi

de
nc

e

F
ro

m
 M

al
ay

si
a

a.
A

ud
it

 d
el

ay

b.
B

us
y 

au
di

t p
er

io
d

c.
A

ud
it

or
 ty

pe

d.
A

ud
it

 fe
es

e.
P

er
ba

nd
in

ga
n

to
ta

l

de
bt

da
n

to
ta

l a
ss

et

f.
E

ar
ni

ng
 p

er
 s

ha
re

g.
P

en
da

pa
ta

n 
ta

hu
na

n

h.
Ju

m
la

h 
an

ak

a.
A

ud
it

 
 

 
de

la
y

m
em

il
ik

i

hu
bu

ng
an

 
 

 
ne

ga
ti

f
de

ng
an

ko
ns

en
tr

as
i 

ke
pe

m
il

ik
an

ke
pe

m
il

ik
an

 
 

 
in

st
it

us
i,

ke
pe

m
il

ik
an

 
 

 
as

in
g

da
n

ke
be

ra
da

an
 

ya
ng

 
si

gn
if

ik
an

ke
pe

m
il

ik
an

 a
si

ng
.

b.
H

an
ya

  
di

te
m

uk
an

  
de

la
pa

n 
 d

ar
i

ti
ga

 
 

be
la

s
(a

ud
it

 
 

fe
e,

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



pe
ru

sa
ha

an
di

au
di

t

ol
eh

 s
el

ai
n

i.
U

ku
ra

n 
da

ri
 

ko
m

it
e

au
di

t

j.
K

on
se

nt
ra

si

ke
pe

m
il

ik
an

k.
K

ep
em

il
ik

an

in
st

it
ua

si
on

al

l.
K

ep
em

il
ik

an
 a

si
ng

m
.

K
eb

er
ad

aa
n 

ya
ng

si
gn

if
ik

an

ke
pe

m
il

ik
an

as
in

g

pe
rb

an
di

ng
an

to
ta

l 
 d

eb
t

de
ng

an

as
se

t, 
  

pe
nd

ap
at

an
  

 t
ah

un
an

,

ju
m

la
h 

  
an

ak
pe

ru
sa

ha
an

  
 y

an
g

di
au

di
t 

  
 d

en
ga

n
se

la
in

au
di

to
r

ut
am

a,
 k

on
se

nt
ra

si
  

ke
pe

m
il

ik
an

da
n

ke
pe

m
il

ik
an

 a
si

ng
) 

va
ri

ab
el

ya
ng

m
em

pe
rl

ih
at

ka
n 

hu
bu

ng
an

au
di

t d
el

ay
.

c.
H

ub
un

ga
n 

an
ta

ra
 

au
di

t 
de

la
y

de
ng

an
ke

pe
m

il
ik

an
  a

si
ng

  t
id

ak

si
gn

if
ik

an
   

se
ca

ra
st

at
is

ti
k.

5.
K

ar
im

 S
. R

eb
ei

z

da
n 

Z
ei

na
 S

al
am

eh

20
06

R
el

at
io

ns
hi

p

be
tw

ee
n

G
ov

er
na

nc
e

St
ru

ct
ur

e 
an

d

F
in

an
ci

al

5.
D

ew
an

 in
de

pe
nd

en

6.
L

ea
de

rs
hi

p 
st

ru
ct

ur
e

7.
B

oa
rd

 s
iz

e

8.
Ju

m
la

h 
ko

m
is

ar
is

in
de

pe
nd

en

9.
Ju

m
la

h 
ra

pa
t d

ir
ek

si

f.
L

ea
de

rs
hi

p 
 

st
ru

ct
ur

e

m
em

pe
ng

ar
uh

i 
 

se
ca

ra
po

si
ti

f

te
rh

ad
ap

 
ki

ne
rj

a 
ke

ua
ng

an

pe
ru

sa
ha

an

g.
U

ku
ra

n 
 d

ir
ek

si
, 

 j
um

la
h 

  
ra

pa
t

di
re

ks
i 

 
da

n
ju

m
la

h 
 

de
w

an

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



P
er

fo
rm

an
ce

 
in

re
la

ti
on

10
.K

in
er

ja
 

ke
ua

ng
an

pe
ru

sa
ha

an

ko
m

is
ar

is
 

in
de

pe
nd

en
 

 
ti

da
k

m
em

pe
ng

ar
uh

i 
 

 
se

ca
ra

si
gn

if
ik

an
  

  
ki

ne
rj

a
ke

ua
ng

an

pe
ru

sa
ha

an

6.
B

er
na

de
tt

e

Jo
se

ph
in

e 
Ja

m
es

da
n 

C
or

in
a 

Jo
se

ph

20
15

C
or

po
ra

te

G
ov

er
na

nc
e

M
ec

ha
ni

sm
s 

an
d

B
an

k

P
er

fo
rm

an
ce

:

R
es

ou
rc

e-
ba

se
d

V
ie

w

a.
K

ep
em

il
ik

an
 b

an
k

b.
D

ew
an

 
ko

m
is

ar
is

In
de

pe
nd

en

c.
U

ku
ra

n 
de

w
an

ko
m

is
ar

is

d.
C

A
R

e.
K

in
er

ja
 k

eu
an

ga
n

pe
ru

sa
ha

an

d.
M

ek
an

is
m

e 
 

 
pe

m
an

ta
ua

n

re
gu

la
to

r 
 

 
se

ca
ra

si
gn

if
ik

an

m
em

pe
ng

ar
uh

i 
ki

ne
rj

a

pe
rb

an
ka

n

7.
Ie

nc
iu

 I
on

el
-A

li
na

,

P
op

a 
Ir

im
ie

 E
m

il
a,

Ie
nc

iu
 N

ic
ol

et
a

20
12

E
nv

ir
on

m
en

ta
l

R
ep

or
ti

ng

an
d 

G
oo

d 
P

ra
ct

ic
e

of

a.
D

ew
an

 
ko

m
is

ar
is

in
de

pe
nd

en

b.
K

ua
li

ta
s 

ko
m

it
e 

au
di

t

c.
U

ku
ra

n 
de

w
an

g.
A

da
ny

a 
pe

ng
ar

uh
 

 
pe

ng
uk

ur
an

ki
ne

rj
a 

da
la

m
m

em
be

ri
ka

n

in
fo

rm
as

i 
  

 y
an

g 
  

 d
ip

er
lu

ka
n

un
tu

k 
m

en
du

ku
ng

 
B

O
D

 
da

la
m

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



M
ar

ia
C

or
po

ra
te

G
ov

er
na

nc
e:

P
et

ro
le

um
 

In
du

st
ry

C
as

e
St

ud
y

ko
m

is
ar

is

d.
A

da
ny

a 
w

an
it

a 
ya

ng

be
ra

da
 

pa
da

 
de

w
an

ko
m

is
ar

is

e.
M

an
ag

em
en

 
co

nt
ro

l

sy
st

em

f.
F

in
an

ci
al

pe
rf

or
m

an
ce

g.
N

on
 

fi
na

nc
ia

l

pe
rf

or
m

an
ce

m
el

ak
sa

na
ka

n 
fu

ng
si

  
m

en
to

ri
ng

da
n

m
em

be
ri

ka
n 

 s
ar

an
  

 u
nt

uk

si
st

em
 

 
 

st
ra

te
gi

s

ke
se

lu
ru

ha
nm

an
aj

em
en

,

ko
nt

ro
l

ak
an

m
en

gh
as

il
ka

n

ki
ne

rj
a 

ba
nk

 y
an

g 
le

bi
h 

ba
ik

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



2.10 Kerangka pemikiran

2.10.1 Keterikatan Variabel  Kepemilikan Asing (Foreign  Ownership)

Terhadap Kinerja Perbankan

Kepemilikan asing pada perbankan bisa membantu mempengaruhi

manajemen untuk  bertidak   lebih   terbuka,  bersaing   dan  efisien   dalam

menjalankan strategi (Josephine dan Joseph, 2015:78). Hal tersebut  menimbulkan

budaya kerja  yang berbeda pada  perusahaan  yang   memiliki  kepemilikan  asing

karena   mengadopsi  beberapa aturan   dan    budaya   asing    juga.   Adanya

kecenderungan   tersebut   tentu    bisa mempengaruhi   minat   investor  untuk

menanamkan   modalnya   lebih   besar   lagi, dilakukan  dengan  cara

meningkatnya  kemampuan  perusahaan  untuk  mendapatkan output yang

diinginkan (Josephine dan  Joseph, 2015: 63), sehingga  disimpulkan sebagai

hubungan antara kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan itu adalah nyata.

2.10.2  Keterikatan  Variabel  Kepemilikan Pemerintah (Government

Owneship) Terhadap Kinerja Perbankan Baik dengan kepemilikan

pemerintah akan cenderung mengalami

Perkembangan kinerja  yang lambat  tetapi peran  pemerintah dapat  sangat

membantu dalam hal pengendalian,  terutama dalam hal konflik kepentingan

yang mungkin akan terjadi  pada perusahaan  (Barth,  2002: 68). Adanya  peran

kepemilikan pemerintah  juga dapat digunakan untuk  memecah masalah konflik

antara dewan manajemen dan  para pemegang saham (Totok, 2010:41).

2.10.3  Keterikatan Variabel Ukuran Direksi Terhadap Kinerja Perbankan

Direksi memiliki tugas untuk  menentukan kebijakan yang akan diambil
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dalam konsekuensi yang berimbas dalam jangka panjang maupun pendek.

Banyak penelitian yang mengalisis pengaruh antara ukuran  direksi dan kinerja

perusahaan. Shahzad dkk (2015: 49),  mengemukakan  bahwa adanya  hubungan

positif  antara  kinerja  perusahaan dan ukuran dari direksi, kinerja perusahaan

dihitung menggunakan ROA.

Kecendrungan   tersebut    juga dijabarkan   oleh    Alina   dkk   (2012:

52)    yang mengemukakan  bahwa  ukuran  direksi   dapat  membantu  dalam

proses  perumusan kebijakan karena setiap anggota direksi memilki pengalaman

yang berbeda.

2.10.4  Keterikatan   Variabel   Ukuran   Dewan   Komisaris   Terhadap

Kinerja Perbankan

Terbatasnya ukuran  dewan komisaris  bisanya dihubungkan  dengan

kekayaan pengetahuan setiap  individu  didalam sebuah board terhadap

pengawasan  dan saran yang  akan   diberikan  dalam  rangka  meningkatkan

kinerja  perusahaan.  Penelitian menyebutkan bahwa  perusahan yang  memiliki

ukuran dewan  komisaris berjumlah  6 sampai 15  orang cenderung memiliki

keuntungan yang  lebih tinggi untuk value dan pendapatan bersih  daripada

perusahaan  dengan ukuran dewan komisarisnya berbeda (Shahzad dkk,

2015:51).

2.10.5  Keterikatan   Variabel    Komisaris   Independen (Board

Independence) Terhadap Kinerja Perbankan

Komisaris   indepanden   dibutuhkan  untuk   mengendalikan   dan

melakukan evalusasi pada perusahan,  mereka juga ditertimbangkan sebagai
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“decision specialist” (Shahzad dkk, 2015:53). Hal ini  disebabkan karena

komisaris independen tidak memiliki hubungan apapun terhadap kepemilikan

saham ataupun hubungan keluarga dan benar-benar merupakan fungsional  yang

menjadi penengah  didalam berbagai permasalahan yang muncul.

tidak terbatas.

Josephine  dan Joseph  (2015: 52)  juga mengemukakan  bahwa  adanya

hubungan positif  atara komisaris  dan  kinerja perbankan  karena  adanya

komisaris  independen dapat memberikan  informasi  yang lebih  luas karena

network yang  dimiliki  olehnya.

2.10.6  Keterikatan Variabel CAR Terhadap Kinerja Perbankan

Capital  Adequacy  Ratio merupakan   regulasi  yang  diterapkan  pada

semuaperbankan.   Peraturan   Bank   Indonesia  Nomor   10/15/PBI/2008   pasal

2   ayat   1 tercantum bank wajib  menyediakan modal minimum sebesar 8%  dari

aset tertimbang menurut  resiko  (ATMR).  Modal  disini  digunakan untuk

meminimalisir  kegagalan bank  dalam menghadapi  kebangkrutan (Jhosephine

dkk, 2015:78).  Berangkat  dari  hal diatas  Totok  (2010:45),  melihat   adanya

hubungan  positif  antara   CAR  kinerja  pada perbankan.

2.10.7  Keterikatan Variabel Gender  Diversity Mempengaruhi  Mekanisme

Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan

Banyak  penelitian  sekarang  ini  yang  memperdebatkan  tentang

representasi wanita  didalam  sebuah  perusahaan.  Hal  tersebut  disebabkan oleh

pemikiran  yang kuno   menganggap   wanita   cenderung   menggunakan

perasaan   ketika   bertindak sehingga  ditakutkan   hal  tersebut   mempengaruhi
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dalam  kinerja.   Penelitian  yang berjudul “Does Gender  Matter?  Female

Representation  on  Corporate Boards  and Firm Financial Perormance – A

Meta-Analysis” menemukan bahwa  hubungan antara keberanekaragaman board

tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Sehingga  semestinya  setiap  kali  adanya   promosi  jabatan  atau

kesempatan untuk menduduki  suatu posisi tidak  ada alasan untuk  tidak

mengikutsertakan  wanita yang memiliki kualifiaksi yang disyaratkan

2.10.8  Keterikatan  Variabel  Ukuran  Perusahaan  Mempengaruhi

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan

Ukuran bank di-proxy-kan oleh  total aset. Banyak penelitian yang

menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tetapi peneliti mencoba

melihat  lebih jauh lagi hubungan  moderasi dari ukuran  perusahaan terhadap

mekanisme  tata kelola dan kinerja bank. Penelitian  yang dilakukan  oleh Totok

(2010: 44)  menemukan adanya  hubungan signifikan  antara  ukuran  perusahaan

terhadap  kinerjanya.  Dijelaskan   bahwa  bank yang memiliki  ukuran  yang

besar  biasanya  memiliki masalah  keagenan  yang lebih besar  sehingga  fungsi

pengawasan  yang  lebih  banyak  dengan   menambah  jumlah dewan   komisaris

dan   komisaris   independen.  Sehingga   perusahaan   memperoleh kemudahan

dalam   mengakses  pasar   modal,   yang   berarti   perusahaan  memiliki

fleksibelitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana.

Dalam   penelitian   ini   menggunakan   variabel   yang   terdiri   dari

variabel dependen,   independen  dan   juga  variabel   moderator   yang  di-proxy-

kan   sebagai kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah,  ukuran direksi, ukuran
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dewan komisaris, dewan komisaris independen, CAR, ROE, gender diversity dan

ukuran perusahaan.

Gambar 2.2

Kerangka pemikiran penelitian

Variabel independen Variabel moderasi Variabel dependen

2.11 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan  uraian  teori dan  kerangka  pemikiran  penelitian  maka

peneliti menarik beberapa hipotesis dalam menguji hubungan masing-masing

variabel sebagai berikut:

- H1:   Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

Kepemilikan
asing

Kepemilikan
pemerintah

Ukuran dewan
direksi

Ukuran dewan
komisaris

Kinerja
perusahaan

Dewan
komisaris

independen

Gender
Diversity
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- H2: Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan

- H3: Ukuran direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankanan

- H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

- H5: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

- H6: CAR berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

- H7: Gender Diversity berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan

- H8: Ukuran perusahaa berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan
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BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian  ini bersifat  kuantitatif,  penelitian terhadap  data berupa

fakta keuangan perusahaan yang  diperoleh berdasarkan survei  dengan data

sekunder,  yaitu data yang  diperoleh dalam  bentuk sudah  jadi, sudah

dikumpulkan dan  sudah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi

(Sekaran, 2006: 40).

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian   ini   menguji  variabel   yang   terdiri   dari   enam   variabel

bebas (independen), dan satu  variabel terikat  (dependen). Variabel independen

dalam penelitian  adalah  uraian  dari  mekanisme tata  kelola  perusahaan yang

baik,  yaitu   mekanisme   pemantauan   kepemilikan   (kepemilikan  asing   dan

kepemilikan  pemerintah),  mekanisme  pemantauan  control  internal  (ukuran

dewan direksi,   ukuran   dewan   komisaris   dan   komisaris   independen).

Sementara  itu,   variabel   dependen  adalah   kinerja perusahaan  perbankan  yang

diwakili  dengan  perhitungan  ROE  dan  untuk variabel moderator

menggunakan   ukuran  bank   yang  di-proxy-kan dengan   total  aset   dan

keanekaragaman pada dewan komisaris berdasarkan jenis kelamin.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen  merupkan variabel yang  mempengaruhi

perubahan  dalam variabel dependen  dan mempunyai hubungan  yang
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positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen (Kuncoro,  2009: 57).

Dalam penelitian ini  memiliki beberapa variabel independen,

yaitu:

h. Kepemilikan asing

Kepemilikan   asing   merupakan   variabel   dummy   sehingga   jika

perusahaan memiliki kepemilikan asing sebesar 5% atau lebih maka

dinilai 1 sedangkan jika tidak nilainya adalah 0.

i. Kepemilikan pemerintah

Kepemilikan   asing   merupakan   variabel   dummy   sehingga   jika

perusahaan memiliki  kepemilikan pemerintah  sebesar  5% atau  lebih

maka dinilai 1 sedangkan jika tidak nilainya adalah 0.

j. Ukuran dewan direksi

Ukuran  dewan  direksi  adalah Jumlah  anggota  dewan  direksi  yang

ada  dalam perusahaan.   Menurut   peraturan   Bank   Indonesia

Nomor   8/4/PBI/2006   tentang Pelaksanaan Good  Corporate

Governance, jumlah  anggota Direksi  paling kurang  3 (tiga) orang.

k. Ukuran dewan komisaris

Menurut OJK  (2014),  sekurang-kurangnya dewan  komisaris

berjumlah  3 orang dan  paling  banyak  sama  dengan  jumlah  anggota

Direksi.  Paling  kurang  1  orang anggota dewan komisaris wajib

berdomisili di Indonesia

l. Komisaris independen

Rasio  persentase  antara  jumlah   komisaris  yang  berasal  dari  luar
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perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota

dewan komisaris perusahaan.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen  merupakan kinerja  perbankan.   Pada penelitian  ini

mencoba untuk   melihat  hubungan   antara  mekanisme   tata   kelola  perusahaan

yang  dapat mempengaruhi kinerja  perusahaan  perbankan. Variabel  kinerja

perbankan di-proxy- kan dengan  menggunakan  ROE yang  dimiliki  setiap

perusahaan  yang  dapat dilihat dalam laporan tahunan secara annual.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  perusahaan  pada  tahun

2015-2016 yang telah terdaftar  di Bursa Efek Indonesia. Metode

pengambilan  sampel yang digunakan adalah porposive sampling dengan

menggunakan sampel bank-bank  yang terdaftar  di   Bursa  Effek   Indonesia

sejak  tahun   2015.  Tujuannya   adalah  untuk mendapatkan  sampel yang

bisa  mewakili  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai

berikut :

e. Merupakan perusahaan go public yang terdaftar  di Bursa  Efek

Indonesia dari tahun 2015-2016.

f. Masih beroperasi hingga tahun 2016

g. Bank  mempublikasikan annual   report dan/atau financial  report

untuk periode 31  Desember  2015-2016 di  dalam website  IDX atau

perusahaan bersangkutan.
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h. Perusahaan  mengungkapkan  informasi  mengenai corporate

governance, struktur kepemilikan dan rasio keuangan dalam laporan

tahunan bank.

Berdasarkan   data  yang   diperoleh   dari  Bursa   Efek   Indonesia  2015-

2016 terdaftar  100  sampel   penelitian  (30  perusahaan  perbankan).

Berdasarkan  kriteria sampel diatas, penelitian akhirnya menggunakan 40 sampel

penelitian (11 perusahaan perbankan).

Tabel 3.1

Pemilihan sampel penelitian

Keterangan Jumlah

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

tahun 2015-2016

30

Perusahaan yang tidak masuk sebagai sampel: (pengurangan)

1. Tidak mempublikasikan dan/atau di-delisting periode 2015

2.   Tidak mempublikasikan dan/atau di-delisting periode 2016

8

11

Total sampel penelitian 11

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data  yang  dikumpulkan pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan

data panel. Data  sekunder  merupakan data  yang  dikumpulkan oleh

peneliti, berupa  data yang telah  diterbitkan dalam jurnal  statistik dan

lainnya dan informasi  yang tersedia dari  sumber  publikasi  datupun

nonpublikasi  entah  di  dalam  atau  luar organisasi (Sekaran, 2006: 38).
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Sedangkan   yang   dimaksud   data  panel   adalah   gabungan  dari data

time series (antar waktu) dan data cross section (antar individu/ruang).

Sumber  data  yang  digunakan   dalam  penelitian  ini  diperoleh   dari

laporan tahunan (annual  report) dan financial report perusahaan  perbankan

yang  tersedia di Bursa  Efek Indonesia  selama  tahun 2015-2016 yang

dapat dilihat  pada  situs resmi www.idx.co.id,  Indonesia Capital  Market

Directory (ICMD)  dan  website  masing-masing perbankan periode 2015-

2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini  jenis data yang  digunakan adalah data-data  yang

berasal dari laporan  tahunan dan  laporan keuangan perusahaan-perusahaan

yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia  dari tahun 2015 sampai  dengan

tahun 2016.

Pemilihan rentang waktu 2015-2016 mempertimbangkan beberapa hal

berikut:

a. Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  mengawasi  sektor

jasa keuangan sesuai dengan  UU  RI Nomor  21 Tahun  2011 tentang

OJK,  yang menyebutkan bahwa OJK  merupakan lembaga yang

mempunyai fungsi, tugas,  dan wewenang pengaturan,  pengawasan,

pemeriksaan,  dan   penyidikan  yang  independen  dan bebas dari

campur tangan lembaga lain.

b. Pada 22 November 2012, UU No 21 tentang OJK  disahkan dan

berfungsi tanggal 31 Desember  2012 yang  menggantikan fungsi,
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tugas  dan wewenang  pengaturan yang selama ini dilakukan  oleh

Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

c. Tahun 2013, fungsi, tugas  dan wewenang pengaturan dan pengawasan

perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga dialihkan ke OJK.

Oleh karena  industri  perbankan sudah  diawasi secara  independen

oleh  OJK, maka  diharapkan  semua perbankan  Indonesia  sudah

menjalankan  prosedur  sesuai aturan  sehingga hasil  penelitian  yang

diperoleh  akan maksimal.  Sehingga  periode waktu 2015-2016 dianggap

sebagai titik balik  setiap perusahaan menjadikan isu  tata kelola perusahaan

sebagai prioritas dalam dunia perbankan.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian  ini dapat dilaksanakan  sesuai dengan  yang diharapkan,

maka perlu dipahami berbagai  unsur-unsur yang menjadi  dasar dari suatu

penelitian  ilmiah yang   termuat   dalam    operasionalisasi   variabel

penelitian.    Secara   lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian adalah

sebagai berikut pada tabel 3.2STIE
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3.7 Teknik Analisis Data

Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk  mengetahui pengaruh mekanisme

tata kelola perushaan  yang baik  dengan kinerja  keuangan  perusahaan. Dalam

pengolaan data peneliti  menggunakan alat  bantu berupa  perangkat  lunak

statistik  yang dikenal dengan  SPSS.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan

adalah  analisis  regresi  linear berganda. Model  data ini kemudian  diestimasi

dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS).

3.7.1    Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik  deskriptif dapat  memberikan gambaran  atau deskripsi

suatu data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata (mean), standar  deviasi,  varian,

maksimum, minimum, sum,  range,   kurtosis dan skewness (kemencengan

distribusi)  (Gozali, 2007:39).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

f. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas  digunakan untuk  menguji apakah  model

regresi  ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi  korelasi di antara

variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai

tolerance dan variance  inflation factor (VIF). Kedua hal tersebut

menunjukkan akan  menjelaskan variabel  independen manakah  yang

dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2007: 33).

g. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi
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linear ada korelasi antara kesalahan  pengganggu pada periode  t dengan

kesalahan  pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi

timbul   karena   residual    (kesalahan pengganggu)  tidak bebas  dari

suatu  observasi ke observasi  lainnya.  Cara  yang dapat  digunakan

untuk  mendektesi   ada  atau  tidaknya  autokorelasi  adalah  uji Durbin-

Watsaon (DW  test), yaitu  mengitung jumlah selisih  kuadrat nilai  tafsiran

faktor  gangguan  yang  berurutan  (Ghozali,   2007: 40).    Kriteria

pengujian  dengan hipotesis tidak ada autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi positif No desicion dl ≤ d ≤  du

Tidak ada korelasi negatif

Tidak ada korelasi negatif

Tolak

No desicion

4-dl < d < 4

4-du ≤ d ≤ 4−dl

Tidak ada autokorelasi, positif

atau negatif

Tidak ditolak du < d < 4-du

Sumber: Ghozali (2007: 43)

h. Uji Heteroskedastisitas

Uji  heteroskedastisitas  bertujuan   untuk  menguji  apakah  dalam

model  regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual  satu

pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
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pengamatan  ke pengamatan lain tetap,  maka disebut    homoskedastisitas

dan    jika    berbeda    disebut     heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas bisa  diketahui melalui  uji Park  dan uji

Glejser,  yaitu  dengan melakukan  analisis  regresi  variabel  independen

terhadap  nilai  absolut  residual (Ghozali, 2007: 43).

i. Uji Asumsi Normal

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model

regresi,  variabel pengganggu  atau  residual   memiliki  distribusi

distribusi   normal.  Uji  t  dan   F mengamsumsi  bahwa  nilai   residual

mengikuti  distribusi  normal.   Jika  asumsi dilanggar  maka   uji  statistik

menjadi   tidak  valid   untuk  jumlah  sampel   kecil (Ghozali, 2007:43).

3.7.3  Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan koefisien untuk masing-

masing variabel independen.  Koefisien ini diperoleh  dengan cara memprediksi

nilai variabel dependen dengan suatu persamaan (Ghozali, 2007: 44).

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja

perbankan

ROEik = α + β1FORit + β2GOVit + β3BODit + β4BOCit + β5INDBit

+ β6CAR+ ek

2. Keterikatan gendre diversity mempengaruhi  mekanisme  tata kelola

perusahaan terhadap kinerja perbankan

ROEik = α + β1FORit + β2GOVit + β3BODit + β4BOCit + β5INDBit +

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



β6CAR + β7DIV X FORit + β8DIVG X GOVit + β9DIV X

BODit + β10DIV X BOCit + β11DIV X INDBit + e β12CAR

X DIVit + ek

3. Keterkaitan ukuran variabel perusahaan mempengaruhu mekanisme

tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan.

ROEik = α + β1FORit + β2GOVit + β3BODit + β4BOCit + β5INDBit +

β6CAR + β7SIZE X FORit + β8SIZE X GOVit + β9SIZE X

BODit + β10SIZE X BOCit + β11SIZE X INDBit + e

β12SIZE X CARit  + ek

untuk I = Time =1,2,3,…,n dan  k= 1,2,3,…,n

Keterangan :

K = Banking Firm

ROE = Kinerja Perusahaan diukur menggunakan ROE

FOR = Kepemilikan Asing

GOV = Kepemilikan Pemerintah

BOD = Ukuran  Dewan Direksi

BOC = Ukuran Dewan Komisaris pada Bank

IND = Komisaris Independen

CAR = Capital Adequacy Ratio

DIV = Gender Diversity

SIZE = Ukuran Perusahaan

E = Random error

= Parameters to be estimated
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= Konstanta

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Perhitungan secara statistik disebut signifikan  apabila nilai uji

statistiknya berada dalam daerah  kritis (daerah  dimana H0  ditolak).

Sebaliknya disebut  tidak signifikan apabila  nilai  uji  statistiknya  berada

dalam   daerah  dimana  H0  diterima  (Ghozali, 2007:51). Pengujian

terhadap hipotesis dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya mengukur  seberapa

jauh  kemampuan model dalam menerangkan variasi  dependen. Nilai

koefisien determinasi  antara nol   dan   satu.  Nilai   (R2)   yang  kecil

berarti   kemampuan   variabel-variabel independen  dalam

menjelaskan  variasi variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai yang

mendekati satu  berarti variabel-variabel  independen  memberikan

hampisemua informasi yang dibutuhkan untu memprediksi variabel

dependen (Ghozali, 2007: 51).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik  F menunjukkan apakah semua  variabel independen

yang dimasukan dalam  model   mempunyai   pengaruh  secara

bersama-sama   terhadap  variabel dependen.  Hipotesis   nol   (H0)

yang   hendaknya  diuji   adalah  apakah semua parameter dalam

model  sama dengan Nol, atau H0 : β1 = β2 ... ... ...= βk = 0,  untuk

hipotesis alternatif (HA) tidak semua parameter secara simultan sama
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dengan nol, atau HA : β1≠ β2 ≠ ... ... ...≠ βk ≠ 0.

Untuk melakukan uji hipotesis bisa mengambil keputusan

dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali,2007: 66):

1. Bila  nilai  F lebih  besar  daripada 4  maka  H0 dapat  ditolak  pada

derajat kepercayaan  5%.  Dengan  kata  lain  menerima  hipotesis

alternatif   yang menyatakan   bahwa   semua  variabel

independen   secara   serentak   dan signifikan mempengaruhi

variabel dependen.

2. Membandingkan nilai  F  hasil perhitungan  dengan  nilai F

menurut tabel.

3. Bila nilai F hitung  lebih besar daripada nilai F  tabel, maka H0

ditolak dan menerima HA.

c. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik  t pada dasarnya  menunjukkan seberapa  jauh

pengaruh satu  variabel independen  secara individual  dalam

menerangkan variabel  dependen.  H0 yang hendak diuji adalah apakah

suatu parameter β1 sama dengan nol,  atau H0 : β1 ≠ 0 artinya  apakah

suatu   variabel  independen   bukan  merupakan   penjelas   yang

signifikan terhadap  variabel dependen.  HA parameter  suatu variabel

tidak  sama dengan nol,  atau HA : β1 ≠ 0 artinya  variabel tersebut

merupakan penjelas  yang signifikan  terhadap  variabel  dependen.

Cara  melakukan  uji  t  sebagai   beriku (Ghozali, 2007: 66):

1. Bila   jumlah degree   of   freedom (df)   adalah   20  atau   lebih,  dan
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derajat kepercayaan sebesar  5% maka  H0 yang menyatakan β1=0

dapat  ditolak  bila nilai  t lebih  besar  dari  2 (dalam  nilai  absolut),

dengan  kata lain  menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi

variabel dependen

2. Membandingkan  nilai  statistik  t  dengan  titik  kritis  menurut  tabel.

Kriteria pengujian signifikansi koefisien regresi sebagai berikut

- Ho diterima dan  Hi ditolak apabila t hitung < t  tabel, dengan

demikian secara  individu tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  dari

X1, X2, X3 terhadap Y.

- H0 ditolah  dan Hi diterima apabila  t hitung >t tabel,  dengan

demikian secara individu apa pengaruh  yang dignifikan dari X   X    X

terhadap Y.
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